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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat setelah 

diberlakukannya otonomi daerah. Era otonomi saat ini bukan hanya daerah yang memiliki 

otonomi daerah akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang mana desa memiliki hak 

dan kewenangan penuh dalam mengelola dan meanjalankan pemerintahannya sendiri 

sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat 

yang ada di desa yang diatur dalam Undang-undaang No. 8 Tahun 2005 tentang perubahan 

atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam Undang-undang 

No.6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa desa merupakan daerah otonom dan berhak 

mengatur dan mengelola desanya sendiri.  

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola 

dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber 

pendapatan desa sebagaian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya 

mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa 

baik itu meningkatkan insfratuktur maupun dalam segi administratif. Sehingga perlu 

pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar 

memiliki PADes yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.  

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan 

desa adalah pemerintah membuat kebijakan baru. Salah satunya adalah undang-undang No. 

32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga 



dianjurkan untuk memliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk 

mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan 

undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan 

peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan 

perekonomian desa. Undang-undag tersebut memayungi Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan lanjutan 

dari UU No. 32 Tahun 2004 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara 

mendirikan dan mengelola BUMDes itu sendiri.   

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wonodadi untuk menambah 

pendapatan desanya dengan membuat Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa tersebut diberi nama “Dadi Berkat”, 

dengan adanya perturan tersebut maka usaha-usaha yang didirikan akan lebih teratur dan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Usaha-usaha yang didirikan oleh pemerintah Desa 

sesuai dengan potensi yag dimiliki oleh Desa dan dalam pengelolaannya di lakukan oleh 

pengurus BUMDes sendiri dan sudah diatur dalam Peraturan Desa terkait BUMDes. 

BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara 

pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara 

pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. Dengan adanya 

BUMDes ini masyarakat dapat berpartispasi untuk meningkatkan pembangunan desa dan 

meningkatkan pendapatan asli desa. Sehingga akan tercipta desa yang mandiri dan 

mengurangi angka kemiskinan di desa.  

BUMDes ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di Desa 

yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial 

berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan 



sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk 

meningkatkan pendapatan desa.  

BUMDes sendiri memiliki literatur yang sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik 

negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu sama-sama mengelola aset 

dibidangnya hanya saja BUMN merupakan badan usaha tingkat nasional yang dimiliki oleh 

negara dan BUMD tentu saja merupakan badan usaha milik daerah yang mengelola aset-aset 

yang ada didaerah, hanya saja BUMDes ini ruang lingkupnya masih sederhana tidak seperti 

BUMN yang nasional dan BUMD yang ruang lingkupnya sekitar provinsi, Kabupaten/kota. 

Maka BUMDes yang berada di Desa Wonodadi juga memiliki fungsi yang sama, yaitu 

mengelola aset yang dimiliki oleh desa baik fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah 

perekonomian desa.  

Pengelolaan BUMDes di Desa Wonodadi dilakukan dengan baik dan memanajemen 

dengan baik, sehingga tatakelola BUMDes ini mampu menambah penghasilhan pendapatan 

desa. Jenis usaha BUMDes di Desa Wonodadi tidak banyak, hanya memiliki tiga usaha. 

Ketiga jenis usaha BUMDes Wonodadi adalah sebagai berikut :  

Tabel 1. Jenis Usaha BUMDes di Desa Wonodadi 

 

No. Jenis Usaha Kepala Unit Tahun Berdiri 

1. Perkebunan Kelapa Sawit Elon  2006 

2. Sewa Peralatan Hiburan (Tenda, 

kursi, alat makan dan lain-lain) 

Supakat  2015 

3. Pengelolaan Pelabuhan Lapak 

Kelapa Sawit.  

Dayat  2017 

Sumber : Direktur BUMDes Desa Wonodadi, 2018  

Program pertama, adalah perkebunan kelapa sawit. Desa Wonodadi sebagai salah 

satu desa di Kecamatan selat Penuguan yang memiliki tanah yang cukup subur dan cocok 

untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit, oleh karena itu pemerintah desa 

memanfaatkannya dengan melakukan penanaman kelapa sawit sebagai salah satu usaha milik 



desa. Penanaman itu dilakukan dilahan milik pemerintah desa, yang nantinya dapat 

membantu perekonomian desa dan menambah pendapatan desa. Jika dilihat, usaha ini cukup 

menjanjikan untuk menambah perekonomian desa  karena perkebunan kelapa sawit dapat di 

panen 2 kali dalam sebulan dan tentunya hal ini akan menambah pendapatan desa.  

Pekebunan kelapa sawit ini dimulai sejak tahun 2006 dengan seluas 8 Ha dan melalui 

proses yang cukup panjang hingga dapat memanen buahnya. Mulai dari penanaman, 

perawatan, pemupukan dan sampai perkebunan sawit tersebut dapat tumbuh sehingga 

buahnya sudah dapat dipanen. Perkebunan kelapa sawit dapat dipanen mulai dari akhir tahun 

2016 dengan hasil yang masih sedikit mengingat perkebunan tersebut yang kurang subur dan 

kurang perawatan.  

Jika dibandingkan dengan perkebunan kepala sawit milik pribadi maka perkebunan 

milik desa ini belum cukup baik karena hasil panen dari perekebunan tersebut belum banyak 

sedangkan milik pribadi dengan luas yang sama dan usia yang sama namun hasil panen nya 

lebih banyak. Perkebunan milik pribadi dilakukan perawatan dengan teratur sehingga 

menghasilkan buah yang melimpah dan hasil panen yang cukup banyak di banding 

peprkebunan milik desa.  

Porgram kedua, adalah Sewa peralatan hiburan. Program sewa peralatan hiburan ini 

dilakukan untuk menambah pendapatan  desa. Adapun peralatan yang disewakan adalah 

tenda, kursi, meja, alat makan dan lain-lain. Dimana tenda yang disewakan yaitu untuk acara-

acara seperti acara resepsi pernikahan, khitanan dan acara lainnya. Adapun investasi yang 

dimiliki oleh Desa Wonodadi yaitu tenda 8 unit, meja 17 buah, dan kursi137 buah, serta alat-

alat makan seperti piring, sendok, mangkok dan lain sebagainya. Harga sewa tenda tersebut 

adalah RP.400.000. Program ini cukup menjanjkan karena banyak masyarakat yang 

membutuhkan untuk melakukan acara-acara resepsi, sehingga masyarakat dapat terbantu dan 

desa pun mendapatkan untung.  



Hasil usaha sewa tenda ini dilihat dari minat masyarakat dan orang yang memiliki 

hajat, sehingga hasilnya tidak menentu. Jika dalam satu tahun banyak yang memiliki hajat 

dan menggunakan tenda milik Desa Wonodadi maka hasilnya akan cukup banyak dan dapat 

menambah pendapatan desa. Sewa tenda ini tidak hanya untuk warga masyarakat Desa 

Wonodadi saja melainkan desa lainpun dapat menyewanya, namun dengan harga yang sedikit 

berbeda yaitu dengan harga Rp.450.000 

Program sewa tenda ini dilakukan sejak tahun 2011 namun pada saat itu tidak 

terkoordinir sehingga tidak ada pertanggungjawaban. Sejak tahun 2016 usaha ini mulai di 

bukukan dan dipertanggungjawabkan sehingga sampai saat ini masih dipertahankan dan terus 

diperbaiki untuk menambah investasi yang dimiliki oleh desa. Pendapatan yang dihasilkan 

dari program sewa tenda ini masukan ke dalam kas desa dan digunakan untuk keperluan desa 

dan perawatan barang milik desa.  

Program ketiga,  adalah Pengelolaan pelabuhan lapak kelapa sawit. Usaha ini dimulai 

sejak tahun 2017 dengan memanfaatkan lahan yang ada di Desa. Usaha ini dilakukan 

mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Selat Penuguan adalah 

berpenghasilan kelapa sawit, sehingga diperlukan tempat untuk bongkar muat kelapa sawit 

yang sudah dipanen dan akan dibawak ke pabrik pengolahan sawit. Dalam satu bulan penjual 

kelapa sawit harus membayar kepada desa sebesar Rp.750.000. Hasil uang tersebut 

digunakan untuk perbaikan jalan dan perawatan barang milik desa serta nantinya masuk 

dalam kas desa.  

Pelabuhan yang dimiliki oleh Desa Wonodadi adalah sebanyak 2 pelabuhan dan 

masing-masing tempat dilakukan untuk mengangkut kelapa sawit dan dibawa ke pabrik untuk 

diolah menjadi minyak. Pelabuhan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para penjual 

kelapa sawit. 



Berikut hasil dari  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Wonodadi   

adalah sebagai berikut :   

Tabel 2. Hasil Usaha BUMDes Desa Wonodadi 

 

Jenis Usaha 
Jumlah Pendapatan/tahun 

2016 2017 2018 

Perkebunan Kelapa Sawit   Rp.1.745.000 Rp.3.742.000 Rp.8.769.750 

Sewa Peralatan Hiburan (Tenda, 

kursi, alat makan dan lain-lain) 

Rp.3.750.000 Rp.6.050.000 Rp.3.350.000 

Pengelolaan Pelabuhan Lapak 

Kelapa Sawit 

- Rp.7.750.000 Rp.6.950.000 

Jumlah    Rp.17.542.000 Rp.19.069.750 

Sumber : Direktur BUMDes Desa Wonodadi, 2018  

Dilihat dari tabel di atas menunjukan bahwa usaha BUMDes belum berjalan dengan 

baik, seperti usaha perkebunan kelapa sawit dapat dilihat bahwa hasil dalam setiap tahunnya 

megalami kenaikan namun kenaikan tersebut tidak sesuai dengan perkebunan kelapa sawit 

pada umumnya. Jika dibandingkan dengan perkebunan kelapa sawit milik pribadi dengan 

luas yang sama yaitu 8 Ha dan usia yang sama maka hasilnya akan berbeda jauh lebih banyak 

hasil perkebunan milik pribadi. Berdasarkan keterangan dari pemilik kebun hasil panen 

dalam satu tahun bisa mencapai Rp. 40.000.000 sedangkan perkebunan milik desa hanya 

mencapai Rp.8.769.750 pertahun.  

Dengan demikian tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh BUMDes. Hasil usaha 

dari perkebunan ini tidak sebanding dengan milik pribadi yang jauh lebih banyak hasilnya. 

sehingga hasil usaha dari perkebunan kelapa sawit belum cukup digunakan untuk keperluan 

desa. Sedangkan untuk usaha sewa peralatan hiburan sudah cukup baik, karena untuk usaha 

ini sesuai dengan minat dari pengguna jasa, namun sejauh ini peminat dari sewa peralatan 

hiburan masih cukup banyak sehingga akan terus menambah pendapatan desa. Untuk 

pengelolaan pelabuhan hasilnya terus meningkat dan penjual-penjual kelapa sawit masih 



dengan baik menggunakan pelabuhan tersebut, sehingga banyak sawit-sawit tersebut akan 

tetap terjaga dengan baik.  

Target dan realisasi dari  usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Wonodadi 

dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini : 

Tabel 3 : Target dan Realisasi BUMDes Desa Wonodadi Tahun 2018  

Jenis Usaha Jumlah atau 

luas 

Target/tahun Realisasi Keterangan 

Perkebunan Kelapa 

Sawit  

8 Ha Rp.40.000.000 Rp.8.769.750 Tidak 

Tercapai 

Sewa Peralatan Hiburan 

(Tenda, kursi, alat 

makan dan lain-lain). 

8 unit tenda, 17 

meja, 137 kursi 

dan peralatan 

makan.  

Rp.5.000.000 Rp.6.050.000 Tercapai 

Pengelolaan Pelabuhan 

Lapak Kelapa Sawit  

2 Pelabuhan  Rp.15.000.000 Rp.7.750.000 Tidak 

Tercapai 

Sumber : Direktur BUMDes Desa Wonodadi, 2018  

 

Berdasarkan penjelasan beberapa usaha di atas menunjukan bahwa BUMDes telah 

berjalan namun tidak berjalan dengan dengan baik. Dilihat dari hasil usaha BUMDes yang 

belum cukup untuk kebutuhan desa dan tidak dapat digunakan untuk kesejahteraan desanya. 

Hasil tersebut hanya digunakan untuk perawatan barang milik desa dan untuk perbaikan 

fasilitas desa. Dari  usaha yang didirikan hanya usaha sewa peralatan tenda yang memenuhi 

target dalam setiap tahunnya, dan usah lainnya belum cukup memenuhi target dan belum 

terealisasi. Selain itu juga jenis usaha BUMDes yang ada di Desa tidak banyak diketahui oleh 

masyarakat desa sehingga masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam usaha tersebut. Usaha-

usaha yang dijalankan oleh desa hanya untuk menambah pendapatan  Desa semata tidak 

untuk membantu perekonomian masyarakat.  

Selain itu beberapa usaha BUMDes yang terkendala dengan sumber dana sedangkan 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 pasal 22 ayat (1) dan (2) 



menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati harus membantu desa dalam mengembangkan 

BUMDesnya. Dana yang diterima untuk program BUMDes masih jauh dari harapan untuk 

kemajuan program-program BUMDes. Dijelaskan juga dalam Peraturan Desa Wonodaadi 

Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyertaan modal pemerintah desa kepada Badan Usaha 

Milik Desa, menyebutkan bahwa penyertaan modal kepada BUMDes dari pemerintah Desa 

berasal dari anggaran pendapatan belanja desa tahun angaran 2018.   

Peran pemerintah daerah sangatlah penting untuk kemajuan BUMDes, dalam 

peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) 

menyebutkan bahwa pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah 

Kabupaten/kota haruslah melakukan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, 

pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta memberikan fasilitas akselerasi 

pemodalan. Namun faktanya pemerintah daerah sendiri seperti acuh tidak memberikan 

dukungan secara maksilam terhadap BUMDes desa Wonodadi ini.  

Meskipun ruang lingkup BUMDes ini masih minim hanya sekitaran desa saja, namun 

pengelola pihak BUMDes menginginkan desa Wonodadi ini menjadi desa yang mandiri, 

maju dan dapat meembantu perekonomian masyarakat desa. BUMDes ini tujuannya untuk 

menjadikan desa yang lebih mandiri dan dapat mengelola keuangannya dengan sebaik 

mungkin. Agar didapatkan pendapatan desa yang mencukupi untuk kebutuhan desanya.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut masih terdapat masalah dalam 

melaksanakan BUMDes di Desa Wonodadi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Wonodadi 

Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan 

Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin”. 

Dengan adanya penelitian ini maka perlu dikaji lebih lanjut agar dapat diketahui 

bagaimana implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wonodadi 



serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan diharapkan dapat 

memecahkan permasalahan BUMDes di Desa Wonodadi Kecamatan Selat Penuguan 

Kabupaten Banyuasin.   

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Desa Wonodadi Nomor 

09 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan apa saja faktor-faktor yang 

menghambat kinerja implementasi kebijakan”?  

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi 

kebijakan Badan Usaha Milik Desa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat 

kinerja implementasi kebijkan Peraturan Desa Wonodadi Nomor 09 Tahun 2016 Tentang 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan masukan bagi kajian ilmu administrasi negara untuk mengetahui 

proses implementasi kebijakan publik dan faktor yang mempengaruhi, khususnya mengenai 

implementasi badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Wonodadi Kecamatan Selat 

Penuguan Kabupaten Banyuasin.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi input dan dasar pertimbangan bagi Desa 

Wonodadi untuk mengimplementasikan kebijakan yang tepat dan hasil penelitian ini 



diharapkan dapat digunakan juga sebagai bahan pembanding bagi pembaca yang tertarik 

untuk meneliti hal yang sama bagi penelitian selanjutnya.  
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